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ABSTRAKSI 

TINJAUAl~ YURIOIS TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG INGKAR 
' Dl DEPAN PERSIDANGAN DIKAITK..Al'! DENGAN HAK ASASI MANUSIA 

(Studi Kasus Polda Sumut) 

OLEH: 
KEN NORTON HUT ABARA T 

NIM : 02 840 0007 
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Komponen peradilan ya!1g cukup urgen adalah Kcpolisian, Kejaksaan, 
Pengad~lan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sGb sistem tersebut salah 
slltunya adahlh polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai penyid~k. 
Dirfalam proses pemeriksaan terhadap tersangk:a seringkali kita dengar atau 
membaca berita ya.'lg berhubungan dengan tindak kekerasa.n yang dilakuk:m polisi 
dala.l!l interogasi, terbu.lcti deng~'l laporan akhir tahun 2002 Lembaga Bantuan 
Hukum Medan bahwa kekerasan yang dilakukan a~arat POLRI menduduki peringkat 
teratas. 

Dari keterangan di atas sepertinya tersangk:a adalah orang yang benar
ben~r harus dicurigai. Seharusnya juga perlu diper.hatikan bahwa siapapun dia, baik 
masih tersangk:a atau yang memang pe~ahat sekaiipun aaaiai1 manusia, dan setiap 
manusia memiliki hak ya.'lg sama. Namun dalam praktek, kita ju.'llpai seorang 
tersangka dianggap sudah merupak:an peiaku kejahatan sehingga meskipun masih 
dalam proses penyidikan, para tersangka sering dilupakan 2.dalah seorang manusia 
yang wajib dilindungi. 

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka tidak akan dapat berjalan 
dengan baik, jika telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan <?leh pejabat yang 
berwenang, khususnya apabila selama proses penyidikan terjadi tindakan-tindakan 
yang dikategorikan dengan violence (kekerasan) dan torture (penyiksaan) yang 
sangat mempengaruhi kondisi si tersangka baik secarajasmani maupun mentalnya. 

Dalam KUHAP, UU tentang HAM maupun UUD 1945 (yang telah 
dicm1andemen) sendiri te!ah sama-sama menyatakan bahwasanya setiap orang berhak 
untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan yang merendal-...kan derajat dan 
martabat manusia, khususnya dengan tegas mengatur kedudukan hak tersangka 
dalam setiap pemeriksaan. Oleh karena setiap pemerikaan dengan menggunakan 
tindak kekerasan selayaknya dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. 

Atas kekerasan yang dilakukan polisi dalam proses peyidikan tersangka 
dapat menggunakan upaya hukum, antara lain dengan mengajukan praperadilan. 
Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan. bukan merupakan 
lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan merupakan suatu sarana dalam 
melakukan pengawasan secara horizontal yang berfungsi melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan upaya paksa dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1 

K01r.ponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepo1isian, Kejaksaa:1, 

Pengadil<:.n dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut salah 

satunya adalah polisi . Dalam proses pidana, p0lisi yang berperan sebagai pcnyidi~< . 

Didalam prcses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar atau m~mbaca 

berita yang berhnbungan dengaiC tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam 

interogasi, terbukti dengan iaporan akhir tahun 2002 :Lembaga Bantuan Hukum Medan 

bahwa k:ekerasan yang dilakukan aparat POLRi mendud11ki peringkat teratas. 

TAP VVMPR/2000 mengatur ten tang pemisahan TNI dan kepolisian Negara 

Republik Indonesia, menyatakan dalam Pasal 1: "Tentara Nasional Indonesia dar1 

Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan 

fungsinya masing- masing." Hal ini berarti bahwa POLRI adalah institusi yang 

mandiri yang dapat berdiri dan bertindak sendiri dan tidak tergantung pada institusi 

sehingga yang berkaitan dengan aspek kewenangan, tugas dan fungsi, suatu organisasi 

kepolisian,merupakan tugas tersendiri bagi POLRI. 

Hal ini dialami oleh bangsa Indonesia yang berusaha untuk mengadakan 

pembaharuan hukum secara menyeluruh diantaranya hukum pidana, baik materiil 

maupun hukum formil serta hukum pelaksanaan pidana, dimana KUHAP dibuat 

sebagai pedoman pelaksanaan asas-asas yang mengatur perlindungan kepada harkat 

dan martabat manusia dalam proses pidana. 
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Dalam prakteknya undang-undang yang semestinya mengatur bagaimana kerja 

para hamba dan pengabdi hukum itu (Polisi , Jaksa, Hakim) belum sepenuhnya 

dijadikan prosedur standar, masih saja ada penyidik ya ng mem2ksa tersangka agar 

mau mengakui ke:;alahan yang diturluhkan kepadanya sekalipun tuduhan itu tidak 

benar b:1hkan s:unpai tersangka harus luka, cacat dan kadai1g ada yang menin£m:=tl 

d1mia. Padahal seyogyanya penyidik d:tlam me!akukan pemeriksaan sebelm 

persoalan dibawa ke penuntut umum dan ke pengadi~an tidak dibenarkan memaksa 

tersangka agar mengaku bersalah. Hal i lli 5ering terbukti setelah persoalan sampai ke 

penuntut umum, tersangka akan mencabut kembali pengakuannya yang pemah 

c.liucapkan dihadapan pe:1yidik yang tertuang dalam I3erita Ac:ua Pemeriksaan (BAP) 

dengan alas an dipaksa untuk mengaku, dan j ika tidak mau harus s1ap menenma 

perlakuan kekerasan dari pihak penyidik. 

Dalam Pasal 52 KUHAP jelas mengatur tentang tersangka harus memberikan 

keterangan yang bebas kepada penyidik atau hakim. "Dalam pemeriksaan pada tingkat 

penyidikan dan pengadi!an, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan 

secara bebas kepada penyidik atau hakim." 

Hak kebebasarl dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap 

tersangka atau terdakwa yang menguntungkan baginya. Dalam hal ini haruslah 

diartikan bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka itu bersumber padafree will 

(kehendak be bas), sehingga baik hakim maupun penyidik tidak diperkenankan untuk 

mencari keterangan yang tidak diberikan secara bebas. Tidak dipenuhinya persyaratan 

ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah 
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Demikian juga sangat tegas dicantumkan dalam Pasal l I 7 KUHAP dimana 

jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik , diberikan tanpa 

tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun . Yang menegas!\::an tersangka 

dalam memberikan keterJ.ngan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani , 

tidak boleh cipaksa dengan cara apapun baik penekanan tisik dengan tindakan 

kekeras!ln dan penganiayaan, maupun dengan t~kanan d2.ri penyidik maupun dari 

pihak luar. 

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah 'JHtuk mer..cari dan mendapatkan atau 

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap

lengkapnya dari sua~u perkar:1 pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara 

pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang 

dapat didakwabn melakukan suatu pelanggaran hukum melalui pemeriksaan dan 

proses peradilan. Jadi selaras dengan tujuan hukum acara pidana tersebut, perlu 

diusahakan keterangan yang benar dan jujur dari tersangka tanpa adanya unsur 

paksaan maupun kekerasan yang dapat mewarnai/menodai kebenaran dari keterangan 

tersangka. 

Apabila dalam suatu pemeriksaan pada tingkat penyidikan terdapat adanya 

tindakan kekerasan (violence) oleh pihak penyidik terhadap tersangka dapat 

mempengaruhi proses pidana pada tahap berikutnya, misalnya bagi Kejaksaan selaku 

})enuntut umum serta bagi hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Bagi pihak 

kejaksaan dapat menolak suatu Berita Acara Penyidikan dengan alasan adanya 

pemeriksaan secara kekerasan, sedangkan bagi Hakim dapat membatalkan suatu 
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dakwaan teri1adap terdakwa karena keterangan yang diberikannya kepada penyidik 

adalah berdasarkan tekanan baik secara phisik maupun psikis (kejiwaan). 

A. Pengertian dan Penegasail. Judul 

Skripsi yang akan penu!is aJukan berjudul : "Tinjauan Yuridis Terhadap 

Keterangau Saksi Yang Ingkar Di Dcpan Persidangan Dikaitkan Dengan Hak 

Asasi Manusia". (Studi Kasu~ Polda Sumut). 

Agar judul yang penulis ajukan tidak menim!Julkan per.afsiran yang berbeda, 

maka seianj utuya perlu dibuai pengertian dan penegasan judui tersebut secara 

etimolor:i. Pe-ngertian dari judul yang penulis kemukal<:an adalah sebagai berikut : 

Kata Tinjauan berarti : "pendapatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 

menyelidiki, mem~lajari dan sebagainya)". 1 

Yuridis memiliki makna : "Menurut hukum". 2 

Kata selanjutnya adalah kata terhadap, yang berasal dari kata hadap berarti 

"!~epada, tentang , berkenaan dengan" . 3 

Keterangan Saksi diartikan sebagai bentuk alat bukti yang didapat dalam 

pelaksanaan penyidikan dan sebagai alat bukti dalam persidangan 

Yang Ingkar di Depan Persidangan diartikan sebagai tindakan saksi yang menolak 

isi kesaksiannya sewaktu diperiksa di depan polisi . Atau adanya perbedaan antara 

1078. 

1 W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 

2 Ibid, him. 1154. 
3 Ibid, him . 337. 
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kcsaksian di depan penyidik dengan di depan pengadilan . 

Dikaitkan berarti dihubungkan. 

5 

Huk Asusi ;Vfanusiu menurut Kamus Hukum diartikan sebagai : "Hak yarg 

diJindungi secara intemnasiona: , yaitu Deklarasi PBB, seperti hak untuk hidup, 

hak kemerdekaan, hak untuk memiliki , hak untuk mengeluarkan pendapai: dan 

seb:igainva". 4 

Dari arti dan penegasan JUdul di atas, dapat disimpulkan bahwa a.-ti dari judul 

penulis secara umum adalah tinja:.mn dari ~udut hukum ten~ang segab tindakan yang 

berkenaan dengan kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian kepada tersangka pada 

proses penyidikan yang berhubur1gan deng~n pelanggaran hak asasi manusia. 

B. Alasan Pemilihan Judu! 

Proses penyidikan dimaksud adalah tahap pemeriksaan tersangka pada tingkat 

penyidikan. Pemeriksaan tersangka merupakan salah satu usaha untuk mengumpulkan 

bahan pembuktian, yaitu untuk mendapatkan keterangan!kejelasan tentang terjadinya 

suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka. Pelaksanaan interogasi ini 

dilakukan oleh penyidik. Penyidiklah yang akan berperan di garis terdepan dictalam 

pelaksanaan penegakan hukum. Namun dalam melaksanakan kewenangannya, sering 

kali polisi juga yang membuat aturan sendiri, misalnya dengan melakukan dan 

menghala.L .... n segala cara untuk dapat memperoleh keterangan temasuk bentuk 

4 Andi Hamzah, Kamus Hukum~ Ghalia, Jakarta, 1986, him . 226. 
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kekerasan terhadap tersangka, hingga terkadang tersangka ''terpaksa'· mengakui 

perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukannya. 

Hasil pengarnatan c!ari Kuntras (Kornisi Untuk Orang Hilang dan Korhan 

Tindak Kekerasan) yang rnenyatakan bahv,a POLRI juga tercatat sebagai pelaku 

pelanggaran HAM dePgan rnelak4kan tinc!ak kekerasan. 

Sepfl.nj;mg tahun 2000 (Januari - 7 Desernber 2000) Kontra~ mencatat telah 
terjadi 1216 Kasus pelanggaran HAM dengan j um lah korban 2119 J i wa. 
Karban- korban tersebut tercatat da!am peristiwa penghilangan orang s;;cara 
paksa 58 peristiv,'a, pembunuhan diluar prosedur hukurn rlalarn 279 peristiwa, 
penahanan semena-mena 450 peristiwa dan penyiksaan serta tindak:m tidak 
rnanusiawi 429 peristiwa dengan korban 878 Kcrban. Dari sisi pelaku. dalam 
peri ode yang sarna, POLRI telah menjadi pelaku peianggaran HAM terbanyak 
di Indonesia yaitu 910 kali, bersama dengan TNI/POLRI rnelakukan 
pelanggaran HAM sebanyak 175 kali , tingginya angka pela11ggaran HAlv1 yang 
dilakukan oleh Polri dalarn banyak peristiwa disebabkan karena kepolisian 
selama ini menjadi institusi yang seringkali menjadi perpanjangan tangan dan 
alat pt:ngamanan kcbijakan, sehingga kepoiisiarr seringkali merrjadi tidak 
terkontrol dan tanpa prosedural dalam melakukan aksi dan tugasnya di 
lapangan. 5 

Tt..isan di atas menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh penyidik 

khususnya dalam proses penyidikan tampak menduduki jumlah yang besar sehingga 

pelaksanaan hak asasi tersangka sering terabaikan. Dengan adanya berita di atas, 

tampak bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran 

pelaksanaan KUHAP, rneskipun KUHAP tidak rnengatur secara tertulis mengenai 

perlindungan tersangka ini. Namun secara tersirat KUHAP telah memberikan hak-hak 

yang boleh diterima tersangka dalam proses peradilan. 

5 Berita Kontras No. 10 Tahun 2001, him. 3 
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C Permasal11han 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa perrnasalahan yang 

akan menjadi batas pembahasan dari penelitian ini nantinya yaitu: 

I. Me:1gapa terjad1 perbedaan keterangan yang diberikan oleh tersangka pada proses 

penyidikan dengan hasil pemeriksaan di pe.:1gadilan 

2. Bagaimana k~itan antara kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap tersangb 

dengan penegakan Hak Asasi Manusia. 

D. Hipotesa 

Hip0tesa disebut juga de!1gan dug~an ~cmentara. Karena sifatnya yang hanya 

merupakan kesimpulan awal, hipotesa masih harus diuji kebenarannya. Dalam 

penulisan skripsi ini, penulis memberikaP. hipotesa terhadap perrnasalahan yang akan 

dibahas, yaitu sebagai berikut : 

1. Terjadinya perbedaan keterangan yang diberikan oleh tersangka pada proses 

penyidikan dengan hasil pemeriksaan di pengadilan adalah dikarenakan tindakan

tindakan penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan memakai sistem 

kekerasan. 

2. Kaitan antara kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dengan 

penegakan Hak Asasi Manusia pada dasamya adalah pelanggaran-pelanggaran 

sewaktu berjalanny .... r'emeriksaan terhadap tersangka sehingga sistem pemeriksaan 

yang diterapkan bertentangan dengan ketentuan Hak azasi manusia. 
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E. Tujuan Penulisan 

Adapuil tujuan dari pembahasan penelitian ini ada1ah 

1. Untuk memperoleh gelar Saijana HuKum pada Fakultas Hukum Universitas 

MedanA;-ea. 

2. Untuk sumbangsih penulis kep1da almama.ter. 

3 Untuk mengetahui ka!tan antara kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap 

tersangka dengan penegakan Hak Asasi Manusia. 

F. Metode Pengumpulan Data 

D2.lam penulisan skripsi ini, penulis berupaya untul.;: dapat mengumpulkan 

data-data yang mendukung penelitian. Data-data yang dikumpulkan berguna untuk 

melengkapi kesempumaan pembahasan skripsi ini . untuk mendapatkan data yang 

maksimal diperlukan metode yang tepat. Adapun metode yang penulis pegunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka 

yang ada mulai dari data primer, berupa perundang-undangan, data sekunder yang 

berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan data tertier yakni penggunaan 

~camus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

2. Penelitian Lapangan (fielu. ,esearch) 

Untuk menyempumakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, maka 

diperlukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis 
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melakukan penelitian langsung di Polda Sumut. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mudah dimeng~~rti mengenai pembahasan skripsi ini maka d1pat 

diuraikan pembahasalliiya sebaga i berikut : 

BAB J 

BA!3 II 

PENDARULU.A N 

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat Per:gertian dan PenegasJn 

Judul, /'.lasan Pe111ilihan Judul , Permasalahan, H1potesis, Tuj uari 

Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penuiisan 

TINJAUAN UMUM TENTA~G KEWENANGAN I'OLRI DALAM 

PENYIDIKAN 

Dalam bab ini diuraikan secara teoritis ~asil kepustakaan. yang terdiri 

dari Pengertian Penyidikan, Proses Penyidikan Menurut KUHAP, 

Kedudukan Tersangka Dalam Tingkat Penyidikan yang membahas 

tentang: Pengertian Tersangka dan Hak-Hak Tersangka. 

BAB ill TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI 

MANUS lA 

BABIV 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Hak Asasi Manusia, 

Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia serta Kedudukan 

HAM dalam Sistem HuL.im Indonesia. 

TINJAUAN ATAS KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA 

PADA TINGKAT KEPOLISIAN DillUBUNGKAN DENGAN 
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I)ERLINDUNGAN HAi\1 

Pada Bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari permasalahan yang 

terdiri dari : Perlindungan Hukum Terhaaap Tindak Kekerasan Yang 

Dilakukan O:eh Penyidikan terhadap Tersangka yaitu: T~ndak Keke1asan 

Yang Dilakukan Dalam Proses Penyidikan dan Pe;-hndungan Hukum 

Terhadap Tindak KekPrasan Yang Di~akukan Oleh penyidik Terhadap 

Tersangka serta Kasus dan Tinjauan Kasus. 

KESIMPULA~ DAN SARAN 

Akhimya daiam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari masalah

masalah yang tel:ih di bahas pad:1 bab-bab terdahu.lu dan rr.emberikan 

saran yang berguna bagi semua pihak yang berhubungan dengan proses 

penyidikan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN POLRI 

DALAM PENYIDIKAN 

A. Pengertian Penyidikan 

Jika didapati ~el ah terjadi suatu tinchk pidana, make! tindakan awal yang dapat 

dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyelidikan. Dari hasil pe:-tyelidikan 

tersebut maka dapat ditentukan ap~kah suatu p~nyidikan diperlukan atau tidak. 

Menurut sistem KlTHAP penyelidikan bukanlah tindakan yang serta merta 
dilakukan oleh penyidik, tetapi penyidikan didahului oleh penyelidik?.n. 
Sedangkan penyelidikan itu sendiri bertujuan untul::: mengum.pulkan segala data 
dan fakta untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak 
oidana dan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan 
demikian apakah akan dilaku.kan penyidikan atau tidak terhadap ::<uatu tindak 
pi dana ditentukan oleh hasil penyelidikan. 6 

Istilah "Penyidikan" merupakan istilah yang sama dengan istilah "pengusutan". 

Keduanya adalah terjemahan dari bahasa Belanda "Osporing ". istilah penyidikan 

dapat diartikan sebagai : 

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik 
sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang 
tindak p1dana yan~ terjadi dan sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku 
tindak pidananya. 

6 Harun M. Husein, Penyidik dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 
1990 hal. 90. 

7 M. Yahya Hrp, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Bidang Penyidikan 
dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta 2000, ha\.109 . 
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Rur::usan dari pengenia~ di atas bersamaan dengan ketentuan yang dipakai 

dalam hukum acara pi dana di Indonesia, yaitu yang terdapat pada Pasal 1 ayat ( 2) 

KUHAP yang berbunyi : " Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

dan me11urut cara ya:1g diatur dal a;n undang-undsng ini untuk mencari ::.crta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat ter?_ng tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. " 

Proses penyidikan dimaksud adalah tahap pemeriksaan tersangka pada tin2;kat 

penyidikan. Pemeriksaan tersangka men.::pakan salah satu t•saha untuk mengumpulkan 

bahan pembuktian, yaitu untuk mendapatkan keterangan/kejeiasan tentang te~jadinya 

suatu tindak pidana yang mungkin meliba!kan tersangka. ?elaksanaan interogasi ini 

dilakukan olch penyidik. Penyidiklah yang akan berperan di garis terdepan didalam 

pelaksana3n penegakan hukum. 

Secara konkrit penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan 

oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang : 

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan. 
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan. 
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan. 
4. Dengan apa tindak pi dana itu dilakukan. 
5. Bagaimana tindak pi dana itu dilakukan. 
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan. 
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu; 8 

Tugas penyidikar ~ ~1i dibebankan kepada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (POLRI) dalam hal menangani terjadinya ::,t....ttu tindak pidana penyidikan 

8 Djoko Prakoso, Polisi Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Bumi Aksara, Jakarta, 
i98i, hal. i . 
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merupakan tuga:; yuridis POLRl di bidang penegakan hukurn seper1i yang telah 

ditegaskan dalam Pasal I angka (1) KUHAP :"Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dibcri wewenang 

khusus oleh unrlang-undang u:1tuk rnelakukan penyidikan ." 

Selanjutnya dalarn UU No.2 Tahun 2002 tentang Ke!Jolisi?.n Negara Republik 

Jndonesi2. pada Pasal 14 ayat (I) huruf g disebutkan b?hv-.'a tugas Kep~lisian Negara 

Republik Indonesia adalah: "Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 

tindak pi dana sesuai dengan hukurn acara pi dana dan peraturan perundang-undangan." 

B. Proses Penyidikan Men1.1.rut KUHA.P 

Penyidikan ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya surat 

perintah penyidik oleh pejabat yang berwenang diinstansi penyidik. Penyidikan 

terhadap suatu tindakan pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu 

perkara dan menemukan pelakunya. Rangkaian tindakan-tindakan itu meliouti antara 

lain: 

1. Tindakan pertama d.itempat kejad.ian; 
2. Penangkapan; 
3. Penahanan; 
4. Jenis dan pengalihanjenis penahanan; 
5. Penggeledahan dan ~nyitaa.n; 
6. Pemeriksaan saksi-saksi; 
7. Pemeriksaan ahli; 
8. Pemeriksaan tersangka; 
9. Penggalian dan bedah mayat; 
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l 0. Visum et Repertwn 
11 . Rekonstruksi; 9 

ad.l. Tindakan pertama ditempat kejadian 

14 

'lang dimaksud dengan tinc.iabn pertama diKmpat kejadian melakukan segala 

macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk melakukan hal-hal sebagai 

beriK.ut: 

1) Menyelamatkan nyawa kurban. 

2) Menangkap pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan p~nyidik untuk segera 

ditangkap. 

3) Menutup tempat kejadian bagi siapapun yRng kehadi::-annya disitu tidak diperlukan 

untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatka!l harta kekayaan orang untuk 

kepentingan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berad<t 

dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyidikan. 

4) Menemukan, menyelamatkan, mengurnpulkan dan mengarnbil barang-barang 

bukti serta berkas-berkas yang dapat rnernbantu penyidik untllk rnendapatkan 

petunjuk-petunjuk tentang keterangan yang rnenyangkut pelaku. 

5) Menernukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk 

memecahkan persoalan. 

Menurut P AF Lam in tang p~"Th .. nya tindakan pertama 1m adalah karena 

beberapa hal berikut ini: 

1) Bahwa bukti-bukti dan bekas-bekas di tempat kejadian itu sangat mudah 

9 Harun. M. Husein, Op. Ot, hal. 104-196. 

Ken Norton Hutabarat - Tinjauan Yuridis Terhadap Keterangan Saksi yang Ingkar ....



15 

hilang dan rusak. 
~~ ) Bahwa sudah d:1pat dipastikan para p.Jaku sesuatu tindak pidana itu akan 

meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas ditempat kejadian, karena 
mereka itu tidak mungkin dapat menghilangkan semua bekas yang telah 
mereka buat ditempat kejadian. 

3) Bahwa tidak ada satupun barang bukti atau bekas yang terdapat ditempat 
kejadian itu tiriak berguna Gntuk mengungkapkan peristiwa yang telah 
te~jadi dan untuk menyelidiki siapa pelakunya. 

4) Bahwa herhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristi\';a yang 
telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang tel ah 
terjadi itu tergantung pada ~erhasil tidaknya p~nyidik terse!Jut 
menemukan, mengumpuikan clan mengamankan barang-barang bukti atau 
bekas yang telah ditinggalkan. 10 

Dalam praktek biasanya p~nanganan tempat kejadi&n perkara n~elibatkan team 

yang terdiri dari unsur-unsur : Sabhara, Reserse, Dokumentasi / fotografi , dan 

Dectiloscopy. Bahkan terkadang juga melibatkan t:nsur diluar sep~rti 

dokter. 

ad.2. Penangkapan 

Pasal 17 KUHAP menetapkan syarat untuk me1akukan J-i~nangkapan . Syarat 

tersebut ia1ah adanya bukti permulaan yang cukup dan atas dasar itulah seseorang 

yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana dapat ditangkap. Selanjutnya 

Pasal 1 angka ( 14) KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang 

karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai 

pelaku tindak pidana. 

Apabila dikaitkan kedua ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

suatu penangkapan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berdasarkan bukti 

10 foid, hai. i05. 
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permulaan yang cukup telah disan;ka telah melakukdn tindak pidana. Dengan kata 

lain seseorang hanya dapat ditangkap berdasarkan bukri permulaan yang cukup. 

l Jntuk mendapatkan bukti pennulaan yang cukup, haruslah terkumpul data 

dan fakta mdalui kegiatan p<;nyelidikan d;:n atau penyidikan. Namun KUl-IAP 

maupun UU Kepolisian sendtri sama sekali tidak menjelaskan lebih lanjut tentaPg 

batasanJkriteria bukti pennulaan yang cukup ini. Adanya ketidak jelas'ln ini d:1pat 

menimbulkan kesimpang siuran dalam proses peradilan. Sebab bisa saja polisi 

menganggap suatu hal merupakan bukti pennulaan yang cukup, sedangkan hakim 

bdum menganggap bukti yang cukup. Namun dalam Rapat Kerja Gabungan 

Mahkamah, Kehakiman, Jaksa dan Polisi (Rakergab M~kehjapcl) I tahun 198-1, 

dirumuskan bahwa: "yang dimaksud dengan bukti pennulaan yang cukup seyogyanya 

minimallaporan polisi ditambah der.gan satu alat bukti yang lain." 11 

ad.3. Penahanan 

Menurut sistem KUHAP penahanan dilakukan terhadap tersangka dalam hal 

adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa: 

1) Tersangka atau terdakwa melarikan diri; 

2) Merusak a tau menghilangkan barang bukti; 

3) Mengulangi tindak pidana. 

Semua keadaan yang mengkhawatirkan disini adalah keadaan yang meliputi 

11 Ibid, hal 82. 
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subjektifitas tersangka. Dan pejabat yan5 menilai keadaan kekhawatiran tm pun 

bertitik tolak pada penilaian subjektif. 

Penaha11an yang dilakukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (I) KUHAP berlaku paling lama 20 hari . Seaan5kan tata cara penahanar. dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan Surat Perintah Penahanan atau Surat 

Penetapan dan pembenan tembusan yang diberikan kepada keluarga. 

ad. 4. Jenis dan pengalihan jenis tahanan 

jenis tahanan menurut KUHAP pada Pasal21 ayat (1) ierbagi atas: 

1) Penahanan Rumah Taha.nan Ne8<:ra (Rutan); 

2) Penahanan rumah dan; 

3) Penalianan kota. 

Sebelum KUHAP terbentuk, HIR (ketentuan hukum pidana lama) sama sekali 

tidak mengenal adanya jenis tahanan. Yang ada hanya tahanan d1 rumah tahanan 

Kepolisian, atau penyebutan jenis tahanan berdasar instansi yang melakukan sehingga 

klasifikasi yang signifikan pada waktu itu, tahanan polisi, tahanan jaksa, atau tahanan 

hakim. 

Dari jenis penahanan yang disebutkan di atas, maka dapat dilihat bahwa 

penahanan yang paling berat adalah jenis tahanan rumah tahanan (rutan) karena selalu 

berada dalam pengawasan setiap saat. Untuk tahanan rumah agak ringan sedikit, 

karena masih bisa hilir mudik dirumahnya sendiri. Sedangkan yang paling ringan 

adalah penahanan kota, sebab ia masih bisa keluar rumah hanya tidak bisa keluar kota 
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tanpa izin. Dari berbagai jenis penahanan ini , ilwka selalu ada kemungkinan untuk 

seorang tahanan berpindah dari satu jenis tahanan ke jenis tahanan yang lain. Hal ini 

disebut dengan pengalihan tahanan. Pengalihan tahanan ini dilakukan oleh pejabat 

yang berwenang. 

Tata cara pengalihan tahanan ini adalah sebagai berikut : 

1) Oleh penyidik dan penuntut umum dilakukan dengan surat perintah tersendiri yang 

bertujaan untuk mengalihkan jenis penahanan. 

2) Jika yang melakukan pengalihan itu hakim, perir.tah pengalihan dituangh.n. dalam 

bentuk "surat penetapan". 

3) Tembusan s1•rat perintah pengalihan atau surat petietapan Jen~s pena!lanan 

diberikan kepada tersangka serta kepada instansi vang berkepentingan. - - -

Untuk keterangan instansi yang berkepcntingan, dijelaskan : "yang dimaksud 

dengan instansi yang berkepentingan adalah instansi yang terlibat atau yang dilibatkan 

dalam penahanan. " 12 

ad. 5. Penggeledahan dan penyitaan 

KUHAP mengatur bahwa ada 3 (tiga) macam penggeledahan, yaitu 

penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeleuahan pakaian, seperti yang 

dimuat dalam Pasal 32 KUHAP. 

Yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk 

memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan 

12 M. Y ahya Harahap. Op. Cit, hal. 179. 
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tindakan pemeriksaan. Penggeledahan badan dan atau pakaian, yaitu penggeledahan 

pada badan , atau pakaian untuk mencari barang yang diduga keras ada pada 

badannya atau dibawanya <;erta, untuk disita (Pasal 1 ayat 17 KUHAP). 

Dari ketentuan di atas, penggeledahan m.erupakan tinda!can penyidik yang 

diperbolehkan oleh undang-undang. Narnun beberapa pakar hukum sendiri 

menganggap penggeledahan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak 

asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi dan 

k.:.-tuarga, seperti yang disebutkan berikut ini: 

Penggeledahan adaiah tindakan penyidik yang dibenarkan undang
undang untuk memasuki d<in melak:ukan pemeriksaan dirumah tempat 
kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap ba<!an dan 
pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya mela!cukan pemeriksaan, tetapi juga 
bisa sekaligus untuk melakukan "penangkapan" dan "penvitaan". Itu sebabnya, 
ditinjau dari segi hak asasi, tindaka~ penggeledahan merupakan peianggaran 
hak asasi manusia, yang melarang setiap orar.g untuk mencampuri kehidupan 
pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang. Akan tetapi oleh 
karena undang-undang membolehkan maka terpaksalah hak asasi tadi 
dilanggar demi untuk kepentingan penyelidikan atau ~meriksaan penyiotKan 
dalam menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat. 3 

Tindakai1 penggeledahan dilakukan oleh pejabat yang berwenang harus untuk 

tujuan untuk kepentingan penyidikan. Diluar tujuan tersebut, maka dapat dikatakan 

bertentangan dengan hukum. 

Sedangkan pengertian penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 angka ke-16 

KUHAP yang berbunyi : "Penyitaan adalah serangkaian tindakan playidik untuk 

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau 

13 Ibid, hal. 245. 
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benda tidak bergerak, berwujud atau tidak benvujud, untuk !.:-epentingan pembuk!ian 

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". 

ad.6. Pemeriksaan saksi-saksi 

Pasal 1 angka ke-26 dan 27 KUHA? memberikan pengertian tentang saksi 

d<~n keterangan saksi. Undang-unciang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan : 

1) Saksi adalah orang yang dapat mernberikan keterangan guna kepentingan 

peilyidikan, p(;nuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 

ser.diri, ia iihut sendiri dania alami sendiri . 

2) Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalarr. perkara pidana yang berupa 

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dania alami sendiri dengan menyeb'.lt alasan dari pengetahuannya itu. 

Dalam merninta dan mencatat keterangan saksi ada beberapa cara yang dapat 

dipakai oleh penyidik, yaitu: 

a. Dengan cara rneminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang 
diketahuinya dalarn suatu peristiwa pidana. 

b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang 
pengetahuannya dalam peristiwa pidana tersebut. 

c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan 
kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. 14 

ad. 7. Pemeriksaan ahli 

Pengertian pemeriksaan ahli d.isini pemeriksaan di tingkat penyidikan. Pada 

14 Harun. M. Husein, Op. Cit. hal. 163 
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Pasal 120 ayat ( 1) KUl-:lAP menyatakan : "Dalam hal penyidik merJsa perl u, ia dapat 

meminta orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus". 

Undang-undang tidak ada men~rangkan siapa saja yang dimaksud dengan 

orang yang memiliki k.:ahlian khusus, namun ada beberapa pasal yang rr,emuat 

keterangan tentang orang yang mer11ilki keahlian khusus. Untuk penjelasan siapakah 

yang dimaksud dengan ahli ini ada pendapat sebagai berikut : 

Untuk dapai dikatakan orang tersebut termasuk ahli atau tidak, haruslah dilihat 
dari segi peng.:: tahuan dan pengalaman dalam tugas atau j abatan itu. 
Umoaw!:lnya saj a seorang pejabat tertentu pada Direktorat Bea dan Cukai 
misalnya Kepala. Seksi Pemberantasan Penyelundupan karcna pejabat tersebut 
memiliki pengetahuan uan pengalaman serta keahlian khusus dibidang 
penyelundupan, maka ia dapat disebut seorang ahli. 15 

Pada dasamya keterangan saksi dengan keterangan ahli itu adalah sama. 

Perbedaan.n.ya terletak pada dasar pemberia.t1 keterangan oleh saksi atau ahli ini. Saksi 

memberikan keterangan secara langsung apa yang dialaminya, sedangkan ahli 

mernberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya. Perbedaan lain adalah pada 

sistem pemeriksaan oleh penyidik. Saksi tidak perlu mengucapkan sumpah ketika 

memberikan keterangan, berbeda dengan keter;:~ ngan ahli yang harus mengucapkan 

sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya. 

ad. 8. Pemeriksaan tersangka 

Dalam KUHAP tata cara pemeriksaan tersangka diatur bersama-sama deng'ln 

hal-hal yang bertalian dengan pemeriksaan saksi . Ketentuan tentang hal ini dapat kita 

15 Ibid, hal. 171 
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hhat dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 123 KUHAP. 

Dalam. melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa tersangka mem!1ki hak-hak yang harus dihargai dan 

dihormati. Untuk pembahasan lanjut dari pemeriksaan tersangka ini zkan dijelaskar1 

dalam bagian khusus . 

ad.9 . Penggalian dan bedah mayat 

Pengertian dari penggalian mayat tennasuk pada pengambilan mayat dari 

semua jenis tempat dan cara penguburan. Penggalian mayat yang berada didalam gua, 

misalnya juga termasuk pada ketentuan penggalian lllayat. Ketentuan tentang 

penggalian mayat ini diatur pada penjelasan Pasal 135 KTJHAP. Penggalian mayat 

dimaksud hams bertuj uan untuk kepentingan pemeriksaan yakni untuk pelaksanaan 

bedah mayat (otopsi) . 

ad. I 0. Visum et Repertum 

Pengertian dari visum et repertum secara harfiah berarti mehhat dan 

melaporkan: surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai pemeriksaannya 

terhadap sesuatu: Iaporan pemeriksaan mayat oleh dokter. 

Pengertian yang lebih jelas diberikan oleh Subekti dan Tjitrosoedibyo 

sebagai berikut : "Visum et repertum adalah surat keterangan dokter yang 

memuat kesimpulan atau pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas 

mayat seseorang untuk menetapkan sebab kernatian dan sebagainya; keterangan 
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mana diperlukan oleh hakim dalarn suatu perkara." 16 

Tata cara yang ditempuh penyidik untuk mendapatkan keterangan tertulis dari 

seorang ahli seperti yang diatur dalam Pasal 133 KU!-IA.P. 

ad.ll. Rekonstruksi ; 

Yang diP1aks'ld dengan rekon sln ~ksi adalah visualisasi kejadian perkara ya:1g 

diperagakan kembali berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh sebagai hasil 

penyidikan, g:ma meyakiPkan kebeitaran hasil penyidikan, yaitu dengan memberikan 

kesempatan kep:1da ters«ngka metr1peragakan kembali tindakan pidana yang telah 

dil?,kukan ditempat kejadian perkara. 

Charles O'hara dalam bukunya Fundamental of Crimina/Investigations yang 

dikutip oleh G.\\7
• Bavvengan membagi jenis dari rekonstruksi ini :"ada dua jenis 

rekonstruksi fisik dan rekonstruksi mental." 

Rekonstruksi fisik berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian

kesaksian yang diperoleh dari keterangan para saksi, maka penyidik dalam 

rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran kejadiafl dengan memperhatikan 

suasana atau cuaca atau waktu atau benda-benda yang dipergunakan atau disentuh 

tersingkir, hancur dan sebagainya. 

Sedangkan tentang rekonstruksi mental hasilnya dapat dipergunakan untuk 

meny.impulkan mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana. Misalnya pada peristiwa 

pembunuhan penyidik dapat melihat kondisi mental orang tersebut, apakah korban 

16 Ibid, hal. 171 
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sebelumnya bertengkar, apakah pelaku dalam keadaan mabuk, cemburu dan lain 

sebagainya. Dalam proses penyidikan, Polisi akan membuat Berita Acara Pemeriksaan 

(BAP) yang berisi tentang keterangan tersangk::t, kemudian ditanyai atau diminta 

persetujuan dari tersangka tentlng kebenaran isi BAP tersebut. Apabila telah di setujt.:i 

rr..aka akan ditanda tangani oleh petugas p~nyidik dan si tersangka. 

BAP ini juga tetap bemilai sebagai berita acara yang sah meskioun tersangb 

menolak m~nandatangani BAP dan penyidik membuat catatan berupa alasan 

penolakan maupur• keterangan teut ::10g hal it:J. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi 

Putusan l'v1ahkamah Agung No: 226 K/KR/1959 tanggal 26 April 1960 yang 

menyata~-::an : "Bahwa surat-surat pemeriksaan Polisi yang tidak ditandatangani oleh 

terdakwa tidaklah menyebabkan bai:alnya pemeriksaan, lagipula yang menjadi dasar 

put11san adalah pemeriksaan hakim disidang pengadilan." Namun sebagian besar 

tersangka dengan terpaksa menandatangani BAP tentang keterangan yang 

diberikannya kepada penyidik diakibatkan adanya tekanan psikis maupun tekanan 

phisik. 

Dengan selesainya penyidik. melakukan penyelidikan terhadap tersangka, maka 

berdasarkan Pasal 110 KUHAP ayat (1) penyidik wajib segera menyerahkan berkas 

perkara tersebut kepada penuntut umum. Jika basil pemeriksaan belurn lengkap dan 

sempuma dalam arti tidak memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil untuk 

kepentingan penuntutan setelah diperiksa oleh penuntut urnum, maka berkas perkara 

akan dikembalikan disertai petunjuk-petunjuk untuk melengkapinya. 
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Penyidikan dianggap telah selesai apabiia dalam \:vaktu 14 hari Penuntut 

Umum tidak .mengembalikan hasil penyelidikan_ Dengan demikian berarti dapat 

di~akuican penuntutan, Penuntut Umum dapat menr-ajukan surat dakwaan ke 

Pengadilan_ 

L~ Kedudukan Tersangka menurut KUHAP 

1. Pengertian Te!'sangka 

Menurut Pasal J angka (14) ~(lJHAP pengertian dari tersangka adalah: 

"Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya beniasarkan bukti permulaan 

patut diduga se!Jagai pel::ku tindak pi dana." 

Berdasarkan ketentuan di atas, i.ersangka merupakan orang yang diduga 

melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata dan karenanya 

terhadap orang tersebut harus dilakukan beberapa hal, antara lain : 

a) hams diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik; 
b) hams dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum 

danhakim; 
c) jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan upaya palcsa bempa 

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan 
cara yang ditentukan oleh undang-undang. 17 

Dari keterangan di atas sepertinya tersangka adalah orang yang benar-benar 

harus dicurigai. Seharusnya juga perlu diperhatikan bahwa siapapun dia, baik masih 

tersangka atau yang memang penjahat sekalipun adalah manusia, dan setiap manusia 

memiliki hak yang sama. Namun dalam praktek, kita jumpai seorang tersangka 

17 M. YahyaHrp, Op. Cit, hal. 142. 
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dianggap sudah merupakan pelaku kejahatan sehingga meskipun masih dalam proses 

penyidikan, para tersangka sering dilupakan adalah seorang manusia yang wajib 

dilindungi. 

2. Rak-hak Tersangka 

Menger.ai perJsaturan hak-h~k tersangk:a dan terdah:v'a KUHAP menggunakan 

pendekatan asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian dimana satu pihak 

memoerikan hak kcpada tersangka dan terJ~kwa untuk merealisir hak itu undang

u:ldang men~ntukan memberikan kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal. 

Kitab Undang-1_mdang Hukum Acara Pidana sendiri mengatur tentang hak dan 

kedudukan tersangka yang diatur dalam Bab VI mulai Pasal 50 sampai 68 KUHAP 

secara redaksional biasanya tcrccrmin dalam rangkai an kalimat "tersangka berhak .... 

dan seterusnya. " Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pasal 50 KUHAP : 

( 1) tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan 

selanjutnya dapat dilanjutkan kepada penyidik umum; 

(2) tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut 

umum. 

Ketentuan pasal di atas adalah untuk: menjauhkan kemungkinan terkatung

katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutarna 

mereka yang dikenakan penahana~ jangan sampai lama tidak mendapatkan 
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pemeriksaan sehingga dirasakannya tidak ada kepastian hukum, adanya pelakuan 

sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan 

yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan . 

2. Pasal51 KUl iAP yang menyebutkan bahvva • 

Untuk mempersia.pkan pe:nbe!aan• 

(1 ) tersar1gka berhak untuk diberitahukan dengan ielas dalam bahasa yang 

dimengerti oiehnya tertang apa yang disar.gkakan kepadanya pada wah.'tu 

pemeriksaan dimulai. 

Hak yang diberitahukan demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan dimulai 

pada tersangka. Denga11 diketahai atau dimengerti oleh orang yang disangka 

melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenamya disangka telah 

dilakukan olehnya, maka tersangka akan merasa terjamin kepentingannya untuk 

mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian tersangka akan 

mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya akan 

dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya 

perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. 

3. Pasal 52 KUHAP 

"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau 

terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau 

Agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, maka tersangka harus dijauhkan 

dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tckanan 
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terhadap tersangka. T ersangka bebas mem berikan keterangan dengan kehendaknya 

dari dalam segala tingkat pemeriksaan dari tingkat pemeriksaan penyidikan 

maupun pemeriksaan sidang pengadilan. 

Hak kebeoasan dapat diarti!.;.an memberikan keterangan yang dianggap 

tersangka at?.u terdakwa yang m~nguntungkan baginya. 

Dalam hal i'll haruslah diartikan bahwa keterangan yang diberikan oleh 
tersangka itu bersumber padafree will (kehendak bebas), sehingga baik hakim 
maupun penyidik tidak diperk~nank:an untuk mencari keterangan yang tidak 
diberikan secara bebas. Tidak dipenuhinya persyaratan i11i menimbulkan 
p~rsoal8n pembuktian yang diperoleh secara tidak salt. 18 

4. Pasal 53 KUHAP: 

( 1) Dalam r eme:iksaan pada tingkat pcnyidikan dan ptngadilan, tersangka atau 

terdakwa berhak setiap waktu mendapat bantuan j uru bahasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 177; 

(2) Dalam hal tersangka a tau terdakwa bisu dan a tau tuli diberlakukan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. 

Tidak se;:nua tersangka mengerti bahasa Indonesia dengan baik terutama orang 

asing atau orang-orang yang tinggal di daerah-daerah pedalaman. Hak mendapat 

juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan, karena merupakan hal yang 

tidak mungkin bagi seseorang tersangka atau terdakwa untuk membela 

kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan sangkaan dan 

dakwa<:u. yang tidak mengerti olehnya. 

18 lndriyanto Seno Adji, Penyiksaan dan HAM Dalam Penpektif KUHAP, Pustak:a Sinar 
Harapan, Jakarta, 1998, hal. 78 

Ken Norton Hutabarat - Tinjauan Yuridis Terhadap Keterangan Saksi yang Ingkar ....



29 

5. Pasal 54 KUHAP : 

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan 

hukum dari seorang atiu lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada 

setiap tingkat pemtiiksaan, menurut tz. ta cara yan g ditentukan dalam undang-

undang ini." 

Pasal ini wemberi hak kepada tersangka untuk mendapat bantuan hukum sej1k dari 

tahap pemeriksaan penyidikan dimulai dan dalam setiap w&ktu yang diper!ukan 

karena bantuan hukum ini sebenarr:ya meru_:)akan salah sat~! dari perwujudan 

daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadiian 

untuk mendapat perlakuan seca!a la.yak dari tJara penegak huK.um sesuai dengan 

harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pc;mbelaan terhadap 

perkara tersangka oleh penasiha~ hukumnya. 

Hak untuk mendapat bantuan hukum, pada intinya dimaksudkan untuk 

memberikan perlindungan agar seseorang tidak menjadi korban hukum. Bantuan 

hukum seben&mya merupakan instrumen yang tidak sulit diperoleh, namun 

bantuan hukum tersebut kemudian menjadi prublematika karena ia bukan 

merupakan barang yang murah. 

Ketentuan tentang pemberian hak ini oleh sebahagian ahli hukum masih 

dianggap sebuah kelemahan, seperti pendapat dibawah ini : 

Dari segi L.1alitas, bantuan penasihat hukum barn merupakan hak, akan tetapi 
belum sampai ke tingkat "wajib". Ini berarti, oleh karena mendapatkan bantuan 
hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya merupakan hak, mendapatkan 
bantuan hukum masih tergantung pada kemauan tersangka atau terdakwa untuk 
didampingi oleh penasihat hukum. Dia dapat mempergunakan hak tersebut, 
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tetapi juga bisa tidak mempergunakan. Konsekuensinya, tanpa didampingi 
penasihal hukum tidak menghalangi jalannya pemeriksaaan terhadap tersangka 
atau terdakwa. Lain halnya jika kualitas mendapatkan bantuan hukum itu 
bersifat "wajib". Sifat waj ib mendapatkan bantuan l1ukum akan menem ratkan 
setiap tingkat pemeriksaa11 ticiak bisa dilaksanakan apabila tersangka tidak 
ciidan:pingi penasihat hukumnya. 19 

6. Pasal 55 KUHAP : 

"Untuk mendapatkan pe11asihat hukur .. 1 tersebut dal am Pasal 54, tersangka atau 

terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya." 

K~tentuan diatas kelihatannya sangat memperhatikan kcpentingan lersangka. A.kan 

tetapi sebenarnya hal i:1i dapat menimbulkan permasalar.an tersendiri bagi para 

tersangka. Jika si tersangka berduit, maka die: mampu membayar berapa saja untuk 

mendapatkan penasihat hukum yang terbaik, tapi bagaimana dengan mereka yang 

wiskin '? Hal ini dijelaskan juga oleh pakar hukum yang menyatakan bahwa pasal 

ini memberi keuntungan bagi orang kaya. 

Ka~c1u begi~J kebebasan dan hak untuk memilih penasihat hukum yang 

dikehendaki oleh tersangka atau terdakwa yang ditentukan oleh Pasal 55, lebih 

mirip memberi keuntungan kepada orang kaya, tetapi kepada orang yang tak 

punya, ketentuan itu hanya slogan yang terlampaujauh untuk dijangkaunya. 20 

7. Pasal 56 KUHAP : 

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas 

19 M. Yahya Harahap, Op. Cit, haL 322. 
20 Ibid, hal. 323. 
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tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 

lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri , pejabat 

yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan 

wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; 

(2) Setiap penasihat hukum y~ng ditunjui: untuk ~ertindak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), memberikan ba!1tuannya secara cuma-cuma. 

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, -:epat dan 

dengan bi<:.ya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ::tyat (2) Undang~undang 

Pokok Kekuasaan Kehakiman serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang 

dill.nc::tm den~an pidana kuraf'.g dc.ri lima tahun tidak dikcnakan penahanan, maka 

untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tapi 

kurang dari lima be las tahun penunj ukk::tn penasihat hukurnnya disesuaikan 

dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat 

itu. 

8. Pasal 57 KUHAP : 

(I) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi 

penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; 

(2) Tersangka atzu terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan 

penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya 

dalam menghadapi p. Jses perkaranya. 

9. Pasal58 KUHAP: 

"T ersangka a tau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan 
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menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang 

ada hubungannya dengan proses perkara ataupun tidak." 

10. Pasal 59 KUHAP : 

"Tersangka a:au terdakwa yang dikenakan penahanail bcrhak diberitahukan 

tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat y&ng ben:,renang, pada setiap tingkat 

pemeriksaan dalam pro~es peradilan, k'=pada keluarganya atau orang lain yang 

serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun oran6 lain yang bantuar.nya 

dibutuhkan oleh tersangka a1·au terriakwa untuk mendapatkan b~ntuan hukum ar~u 

j aminan bagi penangguiangann ya." 

11 . Pasal 60 KTJHAP : 

"Tersangka atau terdakwa berhak menenma kunjungan dari pihak yang 

rnempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa 

guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha 

untuk mendapatkan bantuan hukum." 

12. Pasal61 KUHAP: 

"Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan 

penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya 

dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa 

uPtu!: kepentingan kekeluargaan." 

13 . Pasal62 KUHAP : 

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, 

dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali 
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yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa 

disediakan alat tulis menulis; 

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya 

atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penu11tut umwn, hakim 

atau pejabat rumah t<'-hanan negara, !recuali jika terdapat cukup alasan untuk 

didu~a bahwa surat menyurat itu disalahgu~akan ; 

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh 

penyidik, hakim <!tau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan 

kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembaii kepada 

pengirimnya ~etelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah uitilik". 

14. Pasal63 KUHAP: 

"Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari 

rohaniawan." 

15. Pasal 64 KUHAP : 

"Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum." 

16. Pasal65 KUHAP: 

"Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan 

atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang 

menguntur.sk:an bagi dirinya." 

1 7. Pasal 66 KUHAP : 

"Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian." Oleh karena 

penuntut umum yang mengajukan dakwaan maka penuntut umum lah yang 
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cibebani tugas memb 1Jktikan kesalahan terdabva dengan upaya-upaya pembuktian 

yang diperkenankan undang- undang. 21 

18. Pasa167 KUHAP : 

"Terdahva ::ttau penuntut t.anum berhak untuk minta banding terhadap putusan 

pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepa3 dari segala 

tuntutan hukum yang menyangkut ma 5alc_h kurang tepatnya penerapan hukum dan 

putusan pengadilan dalam acara cepat." 

19. Pasal 68 KUHAP: 

"Tersangka atau t~rdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi 

sebagaimana diatur dtllar:1 Pasa195. " 

Dari keterangan di atas dilihat bahwa sebenamva undang-undang sudah cukup 

ba!lyak menjabarkan hak-hak tersangka. Dengan pencanteman hak-hak ini 

mengartii<:an bahwa sebenamya undang-undang telah cukup memberikan perlmdungan 

secara hukum kepada tersangka. 

21 Djoko Prakoso, Polisi sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Bumi Aksara, Jakarta. 
1988, hal. 89 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA 

A. Pengertian Hak ,";.sasi Man usia 

Berbicara tentang hak-hak asasi manusia maka ycng pertama perlu ditinjau 

pengertian dari negara hukum atau yang lebih ~eri!lg disebut "Hule of Law ". Negara 

hukum atau ruie of Law dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai ~endi

sendi yang be<"sifat universal, seperti : rengakuan d:m perlindungan terhadap hak -hak 

asasi, legalitas daripada tindctkan negara daiam arti tindakan aparatur negara yang 

dapat dipertanggungjawabkan sec:ua hukum dan terjamiru:ya peradilan yang bebas. 

Sejalan perkembangan sosial politik dan hukum di Indonesia, yang disebut 

dengan j:1man reformasi , maka Pemerintah telah membuat penmdang-ur..dangan baru. 

Khusus untuk masalah hak asasi manusia pada awalnya Indonesia hanya berpatokan 

pada ketentuan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) yaitu The Universal Declaration of 

Human Right pada Tanggal 10 Desember 1948 sekarang bangsa Indonesia boleh 

bangga dengan disahkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. 

Adanya perkembangan ini tidak terlepas dari usaha para tokoh-tokoh 

masyarakat, aktifis mah::>sis-Na dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mau 

peduli dengan perlindungan hak asasi manusia. Mesl--.i '"'un demikian tetap saja hal ini 

merupakan tantangan bagi kita untuk dapat mewujudkan perlindungan HAM ini . 
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Berdasa:.-kan perkembangan dan kemajuan dalam perjalanan bangsa Indonesia 
kini kita dapat saksikan adanya kesamaan vi si HAM dan misi tentmg 
peningkatan HAM antara pemerintah di satu sisi dan kalangan masyarakat 
luas disisi lain . Sekalipun demikian perbedaan diantara keduanya masih tetap 
ada yaitu terletak dalam cara bagaimana mewujudkan perlitldungan HAM 

')1 

tersebut kedalam kenyataan kehidupan masyarakat. --

Dengan adanya pengesahan dari undang-undang ini , dan bahkan khusus untuk 

kejahatan HAM yang berat telah dibuat undang-undang baru, ya itu UU No.:26 Ta!!'ln 

2000 tentang Peradilan Hak Asasi .f\·1anusia, hal ini mengartikan bahwa Indonesia telah 

rnenempatkan HAM sebagai persoa!an nasional, sehingga dibuat undang-undang 

terse but. 

Tentang pengertian hak asasi manusia disebutkan bahwa: Hak Asasi Manus!a 

adalah seperarrgkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan Yang .f'v1aha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang waj ih 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindung<:ut harkat Jan martabat manusia. (Pasal 1 

angka (1) UU No.39 Tahun 1999). 

Dalam tatanan negara hukum yang dinamis, negara ikut terlibal secara aktif 

dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian diaturlah fungsi 

negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia. Di satu pihak 

negara dituntut untuk senantiasa melindungi hak- hak asasi, namun dilain pihak 

diharuskan meyelenggarakan kepentingan umum yaitu kes~iahteraan masyarakat. 

22 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, 
Mandar Maju, Bandung 2001, hal. 128. 
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Peranan nega::-a yang bersifat ganda itu harus selalu selaras dalam 

pelaksanannyaJ mampu menjarnin dan rnelindungi hak-hak asasi manusia, demikian 

pula pelaksanaan kewajiban dasamya dengan tujuan untuk menseJahterakan 1akyat. 

B. Hal-Hal Yang Berkaitao Dengan Perlinduogau Hak Asasi Manusia 

Negan Republik Indonesia ~dalah suatu negara hukum yang bcrdasarkan 

Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan Jiwa bangsa Indonesia, 

dengan demikian Pancasila juga menjiwai segala pe::-aturan hukPm dan pelaksanannya. 

Oleh karena itu seharusnya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum harus 

dijarnin adanya perlindungan hak-hak asa~i r:1anusia berdasarkan ke~entcan hukum 

dan bukan berdasarkan kehendak seseorang atau segolongan. 

Sistem peme!""intahan negara sebagaiman tertera dengan jelas dan sistemat:s 

dengan penjelasan resmi Undang-undang Dasar 1945 mengandung tujuh pokok 

pikiran bagian pertama menyatakan " Indonesia ialah negara yang berdasar atas 

hukum (Rechstaat), hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia : 

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya 

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada 

kecualinya. 

2. Menjunjung tinggi asas peradil:>n yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada 

kekuasaan manapun. 

Pokok-pokok jaminan, pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak asas1 

manusia itu tercermin dengan jelas dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 itu 
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berbunyi : " bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh 

sebab itu maka perBajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan 

perikemanusian dan perikeadilan". 

uari rumusan a]inea pertama ;ni dapat diamtil kesimpulan, bahwa bangsa 

Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia. Dalam hal ini ialah hak untuJ.:: merdeka 

berarti pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar hak hak asasi manusia. Dem:kian 

pula pada alinea ketiga dan Keempat dengan tegas menyatakan, dengan dasar 

kemanusian yang adil dan beradab itu bangsa Indonesia mengakui adanya hak-hak 

asasi manusia. Landasan tentang hak asasi m~nusia dijabarkan dalam Amandemen 

kedua pada sidang umum tahunan J'v1FR Agustus 2000 paca bab Xa, mencantu:nkan 

secara khusus tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu pada Pasal 28 angka 

a, d, g dan angka i yang berbunyi: 

Pasal 28A : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya". 

Pasal 28D:" Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." 

Pasal28G: 

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kchormatan, marta bat 

dan harta benda yang dibawah keku?s~nnya serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak be, ouat sesuatu 

yang merupakan hak asasi. 
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2. Sctiap orang memiliki hak ur.~uk bebas dari peny!ksaan mauoun perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat kemanusiaan dan berhak memperoleh suaka politik 

d;::~ ri negara lain. 

Pasal 28i: 

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan ~ati 

nurani, hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk riiakui 

sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas hukum 

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikuangi dalam 

keadaan apapun. Ketentuan ini juga kita dapati dalam Pasai 4 UU No. 39 

Tahun 1999 tentang HAM. 

2. Setiap orang berhak bebas dari oerlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 

apapun dan berhak mer..dapatkan periindungan terhadap perlakuan yang 

diskriminatif itu. 

Selanjutnya ada pencerahan barn dalam perkembangan hukum Indonesia yaitu 

dari lahirnya ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 sehingga membuat produk 

lahirnya Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Adapun pasal-pasal yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab negara 

tentang perlindungan HAM dalam undang-undang ini adalah yang terdapat pacta Pasal 

2, Pasal 8 dan Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999, :·art6 secara lengkap berbunyi: 

Pasal 2 : "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tin6 gt hak 

asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat 

pada dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan 
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ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusian, kesej ahteraan, kebahagian, dan 

kecerdasan ser.ta keadilan." 

Pas3l 8 : "Perlindungan, pemaJuan, penegakan, dan pemenuhan hak asas1 

man usia terutama menjadi tanggung j:1wab pemerintah." 

rasa! 71 yang berbunyi : "Pemerintah wajib dan bertar1ggung jawab menghonnati, 

melindun6ri, menegakkan dan memajukan hak asasi manesia yang diatur dalam undang-

u...'ldang ini, peraturan perundang- undangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi 

manusia yang diterima oleh negara. Republik Indonesia." 

Adapun yang dimaksud dengan huk:um Internasionai adalah peqanJlan

perjanjian Internasional (treties) diman. a negara yang menanda!angan""p( : 7 ian .fiti 

menjadi salah satu pihak dalam treaty (state party) yang menyata . . . _.., ~pl} 
r ·~ ,,· ."-. 
~ ~ .. ~ 4 !'; }\ "'::v: .., .... " 

kepada aturan- aturan hak asasi manusia : f., -~ 
·lf. 

Ada dua perjanjian Intemasional disini ,yaitu: 

1) The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (untuk 

selanjutnya ESCR Covenant) dan, 

2) The International Covenant on civil und Political Rights (untuk se1atljutnya CPR 

Covenant atau sering disingkat dengan ICCPR). 

Cerminan perlindungan tentang hak asasi manusia ini dalam The lnterr;ational 

Covenant on Civil and Political Rights( ICCPR) pada ua:,al 9 dan 14 mencantumkan 

asas- asas yang tercermin dalam pasal 9 ICCPR antara lain: 

1) Tidak seorang pun diambil kebebasannya secara sewenang-wenang kecuali 
diajukan dasar-dasar dan sesuai dengan prosedur hukum menurut undang
undang. 
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2) Setiap orang sewaktu diadakan penahanan, segera dapa~ diajukan kepada 
dan diperiksa ;)leh h-'lkim. Selama menunggu pemeriksaan di pengadilan 
maka dikatakan bahwa suatu penahanan sementara adalah suatu 
kekecualian. 

3) Orang yang ditangkap/ditahan berwenang untuk mengajukan kepada 
pengadilan supaya pe~gadilan tersebut dalam waktu yang tidak begitu lama 
(without delay) dapat menentuk2n tentang sahr.ya penahanan t~rsebut d;m 
dibebaskan apabila penahanan itu dipandang tidak sal1. 

4) Setiap orang yang menj<Jdi korban dari penahan yang tidak sah mempunyai 
hak untui<: mempe1oleh ganti kerugian. 2 

Dalam pasal 14 ICCPR yang patut diperhatikan ten tang perli ndungan hak asasi 

ma.lUsia adalah berkenaan dengan beberapa hal di bawah ini antara lain: 

1) Tuduhaa perlu dituangkan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh 
tertuduh mengenai sifat (nature) dan sebab (cause) dari tuduhan yang 
bersangkutan. 

2) Persiapan dalam waktu yang adequat untuk mengadaka!l pembelaan dan 
haknya berhubungan d.engan penasihat hukum (right to communicate). 

3) Secepat mungkin diadakan pemeriksaan(without any delay). 
4) Diadili dan untuk mengadakan pembelaan terhadap dirinya atau meialui 

advokat, diberitahukan kepadanya mengenai haknya apabila ia tidak 
didampingi oleh seorang advokat, memperoleh bantuan hukum, khususnya 
jika ia kurang mampu memperoleh bantuan hukum. 

5) Memeriksa (to examine) para saksi a charge adanya menghadin para sa.t{si 
a charge ataupun a de charge. 

6) Memperoleh seorang penteijemah, apabila ia tidak memahami bahasa yang 
dipergunakan didalam pengadilan. 

7) Hak untuk tidak mempersalahkan diri (Right of nonself incrimination). 24 

C. Kedudukan HAM dalam Sistem Hukum Indonesia 

Pembahasan HAM sebenamya tidak boleh sekedar tertumpu kepada analisa 

mengenai aplikasi hak asasi manusia dalam prakteknya, teta:'i i~rus juga mencakup 

penyingkapan mengenai apa yang akan dicapai oleh penegakan hak itu sendiri. 

23 Indriyanto Seno Adji, Op. Cit. hal. 26. 
24 ft>id, hal. 26. 
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fenomena yang dikenal sebagai hak asasi manu:;ia adalah yang berkaitan dengan 

perlindungan bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau 

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dalam kehidupan. Kodrat manusia 

diciptakan Tuhan sebagai pribadi dengan akal dan J.:ehendak yang oebas, yang nila.inya 

cukup tinggi sehingga manusia sama sebtii tidak dibolehkan dipakai hanya sebagai 

sarana atau di?aksa untuk bertindak berlawar.an dengan suara hatinya. Konsep-konsep 

tentang tentang hak asasi manusia ini sebenamya sudah diterapkan dalam sistem 

lt~kum yang ada di Indonesia. 

Konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia bertitik tolak pada keiuhuran 

rr1artabat manusia secara menyeluruh disamping manusia sebagai individu. Karenanya, 

fal1am perlindungan HAM di Indonesia bukanlah faham individualis, atau 

mengabaikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kodrat manusia adalah 

sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Manusia tidak akan mampu 

berkembang tanpa adanya manusia yang lain. Berdasarkan konsep ini, maka kita hams 

mengakui adanya tanggung jawab sosial bersamaan dengan adanya hak-hak sosial. 

Fenghormatan terhadap HAM ini, selain tercermin daiam kehidupan bermasyarakat, 

juga tercermin dalam sistem peradilan pi dana. Khusus untuk sis tern peradilan pi dana, 

maka hams ada perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana. 

Pada satu pihak dikatakan bahwa penghargaan kepada hrk-i1ak tersangka, 
terdakwa dan terpidana hams dicerminkan dalam melaksanakannya proses 
hukum yang berkeadilan. Meskipun seorang warga negara telah melakukan 
perbuatan yang tercela atau sangat tercela, hak-haknya sebagai warganegara 
tidak serta-merta terhapus atau hilang. 25 

25 Antonius Sujata, Op. Cit, hal. 30. 
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Sebagai seorang manusia, sejahat apapun perbuatu;mya, hak-haknya masih 

tetap dilindungi dalam hukum. Dalam Undang-undang No. 39 Tentang Hak Asasi 

Manusia diatur tentang perlindrmgan terhadap HAM, yaitu yang tercantum dalam 

Pasal 3, Pasal, 4, 5, 7 dan Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal3 : 

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia y:mg sama 

dengan sederajat ~erta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, 

berba11gsa dan bernegara dalam semangat persaudaran. 

(2) Setiap orang berhak ai.as pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum 

yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama did~pun 

hukum. 

(3) setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi ma:msia dan kebebasan dasar 

manusia, tanpa diskriminasi. 

Pasal 4 berbunyi : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 

pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 

atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". 

Pasal5: 

( 1) Setiap orang diakui sebagai manus1a pribadi yang berhak menuntut dan 

memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesua1 dengan martabat 

kemanusiaan didepan hukum. 
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(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan 

yang obyekti f dan tidak berpihak. 

(3) Setiap orang termaksud kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh 

p(:r]akuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. 

Pasal 7: 

( 1) Setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum nasional dan forJm 

International aras semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum 

Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah 

diterima negara Republik Indonesia . 

(2 ) Ketentuan hukum Intemasional yang telah diterima negara Republik Indonesia 

yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. 

Pasal 17 : 

(1) Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan 

mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, 

perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas 

dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang 

objektif oieh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan 

benar. 

Secara khusus dalam undang-undang ini juga diatur tentang perlindungan ~ak.

hak setiap orang yang bersinggungan dengan proses penyidikan pidana, yaitu pada 

Pasal 18, 33-35 UU No. 39 Tahun 1999. 
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Pasal 18: 

(l) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan 

sesuatu tindak pidana berhak diangg?.p tidak bersalah, sampai dibuktikan 

kesalahanny i1. secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan ciberikan sega~a 

jaminan hukum yang diperlukan uutuk pembelanya, sesuai dengan ketentwm 

peraturan perundang- undangan. 

(2) Setiap orang tidak ooleh ditllntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali 

oerdasarkan smtt'l peratura!l perundang- undangan yang sudah ada sebelum tindak 

pidana itu dilakukan. 

(3) Settap ada perilbahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku 

ketentuan yang p<iling menguntungkan bagi tersangka. 

( 4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hu1G1In sejak saat 

penyidikan, sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

(5) Setiap orang tidak dapat dituutut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama 

atas sutu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkuatan 

hukum tetap. 

Pasal33: 

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan 

yang kejam, tidak manusiawi merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. 

2. Setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. 
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Pasal 34 "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, diku .::: ilkan, 

diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang." 

Pasal 35 : "Setiap orang berhalc hidup dalam tatanan masyarakat dan 

kencgaraan yang dcmai, aman dan tentram yan g menghormati, melind'Jngi dan 

rr.elaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia 

sebagaimana diatur dalam undang- und<mg ini. 

HAM sebagai suatu hak hanya dapat efektif apabila hak itu dapat 

dipertahank:an atau dilinCL~ngi. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan 

hukum, maka karenanya HAM harus merupakan bagian dari hukum Indonesia dan 

:;elanjutnya harus ada proscdur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM 

itu. Dalam kaitan ini, fu.tlgsi pengadilan untuk menentukan ada atau tidaknya 

pelanggaran atau ketentuan HAM memiliki peran yang penting. Untuk pelaxsanaan 

HAM harus mencakup beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain: 

1. Menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia; 

2. Terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM; 

3. Terdapat pe11gadilan yang bebas; 

4. Terdapat pula profesi hukum yang be bas. 26 

Dengan demikian sangat jelas peran dari pengakuan adanya HAM dalam 

rangka memberikan sandaran-sandaran terhadap perlindungan hak asasi manusia 

khususnya tersangka dalam proses peradilan, baik terhadap permasalahan yang 

26 Ibid, hal. 31. 
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berkaitan dengan tindak kekerasan maupun terhadap masalah hak-hak tersangka yang 

dikesampingkan yang sangat berpengaruh dalam gerak dinamika masyarakat yang 

menghendaki adanya perlindungan hak asasi y:1.ng mak~imal terutama menyangkut 

tindakan-ti;Jdakan yang menyimpang yang dikatagorikan sebagai pelanggaran hak 

. . 
asas1 manusta. 
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1. Dari uraian l(asus yang diterangkan dalam bah sebelumnya maka dapat dilihat 

bahwa sebab terjadinya perbedaan keterangan yang diberik2.'1 cleh tP-rsangb 

pada proses penyidikan dengan hasil pemeriksaan di pengadilan adalah 

disebabkan adanya pelaksanaan penyiksaan tersangka yang ditujukan bagi 

pengungkapan kasus yang diseiidik oieh penyidik. Untuk menghentikan 

penyiksaan tersebut maka tersangka memberi!~an penyataan yang berbeda 

sewaktu diperiksa di depan pengadilan. 

2. Penyidikan ditandai ~ecara formal prosedural dengan dikeluarkannya surat 

perintah penyidik oleh pejabat yang berwenang diinstansi penyidik. 

Kewenangan POLRI sebagai penyidik diatur dalarn Pasaal 7 ayat (1) KUHAP 

dan Pasal 16 butir a sarnpai dengan butir i UU No. 28 tahun 1997 tentang 

Kepolisian, yang mengatur antara lain penyidik berwenang untuk : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pi dana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada ~~ di tempat kejadian; 

c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyi\.d...ll; 

d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa segai tersangka atau saksi; 
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f. Mengadakan penghentian p .. :myidikan; 

g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertangung jawab; 

h. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepenting:m penyidikan; 

1. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

J. Melakukan pemerksaan dan penyitaan surat. 

B. Saran 

1. Agar sistem hukum di Indonesia dapat berjalan sebagaimane mestinya yang 

diharapkan dan jaminan terhadap hak asasi manusia dapat dijalankan maka 

bagi Polisi yang telah mendapat kewenangan khusus dari undang-undang 

benar-benar menjalankan fungsinya secara profesional khus'usnya tentang 

teknis penyidikan keresersean sesuai dengan konstitusi. 

2. Agar tersangka terlindungi hak-haknya, baik sebagai hak tersangka ataupun 

sebagai manusia, mak.a bagi Pemerintah perlu membuat peraturan khusus, dan 

mensosialisasikan tentang penggunaan hak-hak tersangka atau setidaknya 

membuat keterangan tambahan dalam KUHAP tentang akibat huk:um tindak 

kekerasan yang dilakukan oleh POLRI tf"rhcdap tersangka dalam proses 

penyidikan, dan bagi POLRI sendiri agar lebih memperhatikan .. isi 

manusiawi dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat lebih dihargai 

masyarakat dan mengangkat citra Polisi. 
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Pemberian tanda tangan atas berita acara di tingkat pemerib: sa:m kepolisian hanya 

semata-mata dilakukan oleh tersangka untuk menghentikan tindakan penyiksaan yang 

dilakukan penyioik. 
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